
BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI IIALMAIIERA BARAT
NoMoR | 24. 4 lr<vrs lt I 2OL5

TENTANG

PENT'NJUI{AII BENDAIIARA PENERIMAAN PAI'A SATUAII KER''A
DII{ASKEPEIYDUDUKAIYDAffPENCATATAIIISIPIL

KABUPATEil I{ALMAIIERA BARAT
TAIIUN AITGGARAIT 2()15

BUPATI IIALMAIIERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaal dan- penyetoran atas penerimaan di
Satuan lierja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu
menunjuk Bendahara Penerimaan Dinas Kependudurkan

dan Pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2O1'5;

b. bahwa Saudara NURASIH HIDAYAT, yarlg diusulkan oleh
pejabat Pengguna Anggaran Kepala Dinas _Kependudukan
dan Pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Barat, dianggap

cakap, mampu att memenuhi syarat serta memiliki
t omieterrsi u-ntuk melaksanakan tugas sebagai bendahara
p"rr".i*rm dalam rangka pelaksanaan €nggaran ped*
'satuan Kerja Dinas Kependudukan dar} Pencatatan sipil
Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dar} b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
penunjukan blndahara Penerimaan Pada Satuan Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten
Hatmahera Barat Tahun Anggaran 2Ol5;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undan[-undrrri Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang
pembentukan baerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Itndan!-urrdan[ Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-pokok- 
t<epegaivaian sibagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

pembentukan *ovinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah
diubah d.engan undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera selatan, KabUpaten Kepulauan Sula, Kabupaten

Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Matuku Utara;
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5.Undang-undangNomorlTTahun2003tentangKeuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor
Pe rbendahat aart N e gara ;

L Tahun 2OO4 tentang

8. Undang-undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang Dana

Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian urusan Pemerintal:an antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

KabupatenlKota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menieri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ZOLI;

13. peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1-5

Tahun 2008 tentang su"rt u.n organisasi Dinas-dinas

Daerah KabuPaten Halmahera Barat;

14. Peraturan Daerah KabUpaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2al4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran

20L5;

Memperhatikan : surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 9O3lO3l2O15 tanggal

7 Januari 2015 perihal Surat Pengantar Usulan Bendahara
Penerima dan Bendahara Pengeluaran'

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan

KESATU

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menunjuk saudara NURASIH HIDAYAT, NIP. 19660603

2AOLli 2 OO2, pangkat pengatur Tkt. I, Golongan II.d,
sebagai Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Dinas

t<epeiauaukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera

Barat Tahun Anggaran 2015, dengan atasan langsung

PejabatPenggunae''ggur"''KepalaDinas-Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat'

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungiawabnyl
l"t"p berpedoman pada Peratuian Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 20A6 dan perubahannya'

Tahun 2Ol4 tentang
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: Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Penerimaan

sebagaimana dimatcsua Diktum Kesatu, tercantum sebagai

berikut :

SPESIMEN
BENDAHARA PENERIMAAN

TANDA TANGAN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PE.]ABAT PARAFI
Sekretaris Daerah /
Ass. Bid. Eko.Pemb. &

Kesra

a7

f^
Kadis Kependudukan &

Capil vr7i
Kabag. Hukum & Orgs. wl/

Tembusan DisamPaikan KePada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,

4. yth. Inspekhrr Inspektorat Ka-bupaten Hatmahera Barat di Jailolo,

5. Yth. Kepala Dinas-PPKAD Kab. Halrnatrera Barat di Jailolo,

6. i"ng b;*"rrgguian untuk diketahui dan dilaksa*akan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : aJ- Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

,(/*/
NAMTO H. ROBA
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